
  

• Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

tentang: 

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan 

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan. 

• Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026. 

Nomor : 36.13/RIS/XI/2025 

Rabu, 5 November 2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA 
DPRD KOTA YOGYAKARTA 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 5 November 2025 

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. 

Acara  : 1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

tentang: 

a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan 

b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan. 

2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2026. 

Waktu Undangan : 13.00 WIB 

Waktu Mulai Rapat : 15.00 WIB 

Waktu Selesai Rapat : 16.00 WIB 
 

Pimpinan Rapat 
 

: 

 

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.  Hadir 

2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir 

3. Triyono Hari Kuncoro Hadir 
  

Peserta  : 

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta; 

2. Wali Kota Yogyakarta; 

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta; 

4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; 

5. Wartawan. 
 

===================================================================== 

Pembawa Acara 

Hadirin yang kami hormati.  

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur 

Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.  

• Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks 

Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat. 

• Hadirin dimohon berdiri. 

------- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA ------- 

------- PEMBACAAN TEKS PANCASILA ------- 

• Hadirin disilakan duduk kembali. 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA YOGYAKARTA 
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Risalah Rapat Paripurna Ke-36 
Rabu, 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB 

 

 

RAPAT PARIPURNA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

HARI RABU, TANGGAL 5, BULAN NOVEMBER, TAHUN 2025 

 
DENGAN ACARA : 

1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 

dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta tentang: 

a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Lanjut Usia; dan 

b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan 

Keolahragaan. 

2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 

 

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat 

Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini. 

PIMPINAN RAPAT : 

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua. 

• Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Yogyakarta; 

• Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota 

Yogyakarta; 

• Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah 

Kota Yogyakarta; 

• Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta;  

• Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia. 

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat 

Paripurna Dewan pada hari ini. 

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat 

Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal’afiat. 

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. 

- Berdoa mulai. 

- Selesai. 
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Risalah Rapat Paripurna Ke-36 
Rabu, 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB 

 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah 

dihadiri sebanyak 31 orang dari 40 orang Anggota Dewan.  

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.  

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Rabu, 5 

November 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.  

• Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX). 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, 

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Persetujuan Bersama Antara 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap 

2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, yaitu tentang: 

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan 

2. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Adapun rangkaian acaranya adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian Kesimpulan Panitia Khusus; 

b. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna; 

c. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali 

Kota Yogyakarta; 

d. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta. 

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan kesimpulan Panitia Khusus pembahas 

Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. 

Kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan. 

----- KESIMPULAN PANITIA KHUSUS ----- 
(Oleg Yohan) 

Terima kasih disampaikan kepada para Juru Bicara Panitia Khusus pembahas Raperda 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang telah membacakan laporan 

kesimpulannya. 

Kesempatan kedua adalah pembacaan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda 

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan. 

----- KESIMPULAN PANITIA KHUSUS ----- 
(Novita Mawar Sharon) 

Terima kasih disampaikan kepada para Juru Bicara Panitia Khusus pembahas Raperda 

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang telah membacakan laporan kesimpulannya. 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, 

Selanjutnya akan dibacakan rancangan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan 
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Risalah Rapat Paripurna Ke-36 
Rabu, 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB 

 

 

Peraturan Daerah tersebut. Kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilakan membacakan 

rancangan persetujuan bersama dimaksud. 

--- PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ---  

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan 

rancangan persetujuan bersama tersebut.  

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, 

Dengan memperhatikan Kesimpulan Panitia Khusus dan rancangan persetujuan bersama 

tersebut, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat 

disetujui? 

Jawab : Setuju! 

Ketok Palu 1 Kali (X) 

Terima kasih.  

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut 

persetujuan bersama tersebut. 

 

SEKRETARIS DPRD : 

Jawab : 

• Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 

dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, diberi nomor : 

• Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 

dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diberi nomor : 

 

Terima kasih. 

PIMPINAN RAPAT 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Sekretaris DPRD. 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,  

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

7 /PB/DPRD/2025 

, tanggal 5 November 2025. 

7 /PB.YK/100.3.2/XI/2025 

8 /PB/DPRD/2025 

, tanggal 5 November 2025. 

8 /PB.YK/100.3.2/XI/2025 
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Risalah Rapat Paripurna Ke-36 
Rabu, 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB 

 

 

Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta. 

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa 

Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara. 

PEMBAWA ACARA 

Terima Kasih. 

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk 

menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri. 

--- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA --- 

Penandatanganan persetujuan bersama telah selesai dilanjutkan dengan sesi foto bersama 

Pimpinan DPRD dengan Wali Kota Yogyakarta disilakan. 

--- FOTO BERSAMA -- 

Foto bersama selesai. Yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta disilakan 

untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.  

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna 

selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan. 

PIMPINAN RAPAT 

Terima kasih Saudara Pembawa Acara. 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, 

Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta terhadap 

persetujuan bersama atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.  

Kepada Wali Kota Yogyakarta disilakan. 

--- PENDAPAT AKHIR WALI KOTA YOGYAKARTA --- 

Dalam penyampaian penjelasan Wali Kota tersebut disampaikan keterangan tambahan di 

luar teks pidato, sebagai berikut: 

Dan sebagai tambahan di luar teks, kami sampaikan bahwa gotong royong bagian pilar penting dalam 

menyengga mereka yang lanjut usia. Ketika lanjut usia jompo dan tidak bisa bergerak dari rumahnya, 

tidask bisa mengakses pelayanan Kesehatan, baik Puskesmas, Posyandu maupun rumah sakit, maka 

Pemerintah harus hadir di rumah mereka, di kalangan mereka. Untuk itu, maka Peraturan Daerah ini 

harapannya bisa mendukung oleh Dewan dan juga mensupport kehadiran Pemerintah di dalam rumah-

rumah mereka.  
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Risalah Rapat Paripurna Ke-36 
Rabu, 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB 

 

 

Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah berkenan menyampaikan 

Pendapat Akhir terhadap persetujuan bersama atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Yogyakarta. 

 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, 

Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 

Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan 

pada rapat paripurna Hari Jumat tanggal 12 September 2025 yang lalu. 

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan 

juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari : 

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Menugaskan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H.  Urutan ke-1 

2. Fraksi Partai Gerindra  

Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan.   Urutan ke-2 

3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

Menugaskan kepada Saudara Mu’adz A. A., S.E., M.E. Urutan ke-3 

4. Fraksi Partai Golkar 

Menugaskan kepada Saudara Munadzar, M.Psi.  Urutan ke-4 

5. Fraksi Partai Amanat Nasional  

Menugaskan kepada Saudara Indaruwanto Eko Cahyono.  Urutan ke-5 

6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn.  Urutan ke-6 

7. Fraksi Partai Nasdem 

Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan.    Urutan ke-7 

 

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan 

Juru Bicaranya. 

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Ipung 

Purwandari, S.H., Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk 

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya. 

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN ----- 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. yang telah 

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya. 

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi 

Setyawan, disilakan. 

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA ----- 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah 

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya. 
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Risalah Rapat Paripurna Ke-36 
Rabu, 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB 

 

 

Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada 

Saudara Saudara Mu’adz A. A., S.E., M.E., disilakan. 

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KELADILAN SEJAHTERA ----- 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Saudara Mu’adz A. A., S.E., M.E., yang telah 

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya. 

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar. Kepada Saudara Munadzar, 

M.Psi, disilakan. 

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR ----- 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Munadzar, M.Psi. yang telah menyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksinya. 

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara 

Indaruwanto Eko Cahyono, disilakan.  

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL ----- 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Indaruwanto Eko Cahyono, yang telah 

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya. 

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada 

Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. disilakan.  

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ----- 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn., yang telah 

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya. 

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara 

Oleg Yohan, disilakan. 

----- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM ----- 

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah menyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksinya. 

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya materi 

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota 

Yogyakarta yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari Senin, 17 

November 2025, pukul 13.00 WIB. 

Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon mempersiapkannya. 

PIMPINAN RAPAT : 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, 

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna 

Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam 

memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.  





NOTULEN RAPAT PARIPURNA 

DPRD KOTA YOGYAKARTA 
 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 5 November 2025 

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. 

Acara  : 1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

tentang: 

a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan 

b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan. 

2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026. 

Waktu Undangan : 13.00 WIB 

Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB 

Waktu Selesai Rapat : 16.00 WIB 

 
Pimpinan Rapat 

 
: 

 

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.  Hadir 
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir 
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir 

  
Peserta 

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta; 

2. Wali Kota Yogyakarta; 

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta; 

4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; 

5. Wartawan. 
 

Hasil Rapat : 

1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota 

Yogyakarta) dan dihadiri oleh 31 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta. 

2. Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 

dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta, yaitu tentang: 

1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan 

2) Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian Kesimpulan Panitia Khusus; 

b. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna; 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA YOGYAKARTA 
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Rabu, 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB 

 

 

c. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan 

Wali Kota Yogyakarta. 

d. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta. 

3. Pembacaan Kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, oleh Sdr. Oleg Yohan. 

4. Pembacaan Kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan, oleh Sdr. Novita Mawar Sharon. 

5. Pembacaan 2 (dua) Rancangan Persetujuan Bersama oleh Sekretaris DPRD; 

6. Pimpinan rapat Paripurna menanyakan apakah 2 (dua) Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat 

disetujui? Seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui. 

7. Pemberian nomor Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut 

Usia, diberi nomor :  

 

7/PB/DPRD/2025 

, tanggal 5 November 2025. 

7/PB.YK/100.3.2/XI/2025 

8. Pemberian nomor Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diberi 

nomor :  

 

9. Penandatanganan 2 (dua) Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan 

Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

10. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta terkait persetujuan bersama 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

11. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota 

Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada 

rapat paripurna Hari Jumat tanggal 12 September 2025 yang lalu, oleh: 

1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Menugaskan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H.  Urutan ke-1 

2) Fraksi Partai Gerindra  

Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan.   Urutan ke-2 

 

8/PB/DPRD/2025 

, tanggal 5 November 2025. 

8/PB.YK/100.3.2/XI/2025 





 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id  Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id  

 
 

 
S E G O R O  A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE  MAJUNE NGAYOGYOKARTO 
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN 

 

Yogyakarta, 03 November 2025 

 

Nomor  :  100.1.4.4 /1538     Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA  
Sifat  :          
Lampiran : -     Di-    
Hal   : Rapat Paripurna      YOGYAKARTA              
       
      

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota 
Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada : 

 
Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025. 
Pukul :  13.00 WIB – sampai selesai. 
Tempat :  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono 

No. 43 Yogyakarta. 
Acara :  1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

  2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ; 
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 
b. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta. 
Pimpinan  : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. 
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang). 
   - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSR (Pakaian Sipil Resmi) 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan 

menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat 
Paripurna dimaksud. 

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. 
 

 

KETUA, 
 
 

  
 

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H. 
 

 

 

 

 

 

 

Paraf Hirarki 

Pejabat Paraf  Tanggal 

Sekretaris DPRD   

Kepala Bagian Persidangan , Per UU   

Ketua Tim Kerja   



 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id  Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id  

 
 

 
S E G O R O  A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE  MAJUNE NGAYOGYOKARTO 
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN 

 

Yogyakarta, 03 November 2025 

 

Nomor  :  100.1.4.4 /1538     Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta  
Sifat  :          
Lampiran : -     Di-    
Hal   : Rapat Paripurna      YOGYAKARTA             
        
      

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota 
Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada : 

 
Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025. 
Pukul :  13.00 WIB – sampai selesai. 
Tempat :  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono 

No. 43 Yogyakarta. 
Acara :  1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

  2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ; 
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 
b. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta 
Pimpinan  : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi) 
 
Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

KETUA, 
 
 

  
 

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Hirarki 

Pejabat Paraf  Tanggal 

Sekretaris DPRD   

Kepala Bagian Persidangan , Per UU   

Ketua Tim Kerja   



 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id  Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id  

 
 

 
S E G O R O  A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE  MAJUNE NGAYOGYOKARTO 
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN 

 

Yogyakarta, 03 November 2025 

 

Nomor  :  100.1.4.4 /1538    Yth. Sdr.  
Sifat  :        
Lampiran : -     Di-      
Hal   : Rapat Paripurna       YOGYAKARTA     
       
      

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota 
Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada : 

 
Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025. 
Pukul :  13.00 WIB – sampai selesai. 
Tempat :  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono 

No. 43 Yogyakarta. 
Acara :  1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

  2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ; 
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 
b. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta 
Pimpinan  : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi) 
 
Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

KETUA, 
 
 

  
 

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Hirarki 

Pejabat Paraf  Tanggal 

Sekretaris DPRD   

Kepala Bagian Persidangan, Per UU   

Ketua Tim Kerja   



 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id  Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id  

 
 

 
S E G O R O  A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE  MAJUNE NGAYOGYOKARTO 
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN 

 

Yogyakarta, 03 November 2025 

 

Nomor  :  100.1.4.4 /1538    Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta 
Sifat  :          
Lampiran : -     Di-    
Hal   : Rapat Paripurna      YOGYAKARTA              
       
      

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota 

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada : 

 

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025. 
Pukul :  13.00 WIB – sampai selesai. 
Tempat :  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono 

No. 43 Yogyakarta. 
Acara :  1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

  2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ; 
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 
b. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

 
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta 

Pimpinan  : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan 

 

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

KETUA, 
 
 

  
 

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id  Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id  

 
 

 
S E G O R O  A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE  MAJUNE NGAYOGYOKARTO 
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN 

 

Yogyakarta, 03 November 2025 

 

Nomor  :  100.1.4.4 /1538    Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta 
Sifat  :       Di- 
Lampiran : -           
Hal   : Rapat Paripurna      YOGYAKARTA              
       
      

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota 

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada : 

 

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025. 
Pukul :  13.00 WIB – sampai selesai. 
Tempat :  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono 

No. 43 Yogyakarta. 
Acara :  1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

  2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ; 
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 
b. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

 
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta 

Pimpinan  : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan 

 

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

KETUA, 
 
 

  
 

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id  Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id  

 
 

 
S E G O R O  A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE  MAJUNE NGAYOGYOKARTO 
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN 

 

Yogyakarta, 03 November 2025 

 

Nomor  :  100.1.4.4 /1538    Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri 
Sifat  :          
Lampiran : -     Di-   
Hal   : Rapat Paripurna      YOGYAKARTA              
       
      

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota 

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada : 

 

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025. 
Pukul :  13.00 WIB – sampai selesai. 
Tempat :  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono 

No. 43 Yogyakarta. 
Acara :  1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

  2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ; 
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 
b. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta 

Pimpinan  : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan 

 

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

KETUA, 
 
 

  
 

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id  Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id  
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S E G O R O  A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE  MAJUNE NGAYOGYOKARTO 
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN 

 

Yogyakarta,  03 November 2025 

 

Nomor  :  100.1.4.4 /1538    Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri 
Sifat  :          
Lampiran : -     Di-    
Hal   : Rapat Paripurna      YOGYAKARTA              
       
 
    

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota 

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada : 

 

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025. 
Pukul :  13.00 WIB – sampai selesai. 
Tempat :  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono 

No. 43 Yogyakarta. 
Acara :  1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026; 

  2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ; 
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 
b. Penyelenggaraan Keolahragaan. 

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta 

Pimpinan  : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan 

 

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

KETUA, 
 
 

  
 

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H. 
 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu 
hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka 
mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas 
hidup lanjut usia; 

b. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan 
hidup dan pertambahan populasi lanjut usia di Daerah, 
perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang 
mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan 

tidak diskriminatif; 

c. bahwa diperlukan pedoman dan landasan hukum yang 
menyeluruh dan berkesinambungan dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Lanjut Usia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

LAMPIRAN 
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI 
KOTA YOGYAKARTA 
NOMOR : 
7/PB/DPRD/2025 
7/PB.YK/100.32/XI/2025 

TENTANG 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA 

YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN 

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

 



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota 
Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7058); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

dan 

WALI KOTA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi 
kesejahteraan lanjut usia di Daerah. 

2. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial 
baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 
kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi 
setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan 
jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi 
manusia sesuai dengan Pancasila.  

3. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang 
telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.  

4. Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas 
yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.  

5. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan 
yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah 
dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 
masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar 
Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif 
secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang 
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 



7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau 
Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar 
dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. 

8. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, dan 
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.  

9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan 
Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 
berdomisili di Indonesia. 

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

12. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta. 

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 

15. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah. 

16. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan 
sebagai perangkat Kemantren. 

17. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia. 

 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk: 

a. meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia; 

b. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; 

c. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan 
pemenuhan hak Lansia; 

d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;  

e. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang 
mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi; dan 

f. mewujudkan Daerah menjadi Kawasan Ramah Lansia. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Lansia. 

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia. 



(3) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) pada aspek kebijakan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.    

 

Pasal 5 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi: 

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

b. pelayanan kesehatan; 

c. pelayanan kesempatan kerja; 

d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; 

e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, 
sarana dan prasarana umum; 

f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 

g. Bantuan Sosial; dan/atau 

h. perlindungan sosial. 

 

Pasal 6 

Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan Upaya Peningkatan 
Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

berkoordinasi dengan: 

a. Pemerintah; dan/atau 

b. Perangkat Daerah terkait. 

 

Bagian Kedua 

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual 

Pasal 7 

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental 
spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit dalam 
bentuk: 

a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual; dan 

b. penyediaan aksesibilitas ramah Lansia pada tempat ibadah. 

 

Bagian Ketiga 

Pelayanan Kesehatan 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Lansia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam bentuk: 

a. promotif; 

b. preventif; 

c. kuratif; dan  

d. rehabilitatif. 

(2) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan melalui: 

a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan kepada Lansia dan 
Masyarakat; dan 

b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di 
Masyarakat. 



(3) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilaksanakan melalui:  

a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lansia tingkat dasar secara berkala; 
dan 

b. fasilitasi pembentukan pelayanan kesehatan Lansia berbasis 

Masyarakat. 

(4) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dilaksanakan melalui: 

a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas 
kesehatan;  

b. fasilitasi pelayanan pendampingan bagi Lansia dan keluarga Lansia; 
dan 

c. peningkatan pelayanan geriatrik/gerontologik. 

(5) Pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk 
mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial 
Lansia. 

 

Bagian Keempat 

Pelayanan Kesempatan Kerja 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesempatan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui perorangan, 
kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun 
masyarakat. 

(2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan ramah Lansia melalui kebijakan: 
a. pemberian kesempatan kerja bagi Lansia untuk memperoleh 

pekerjaan; atau 
b. menciptakan iklim usaha bagi Lansia yang mempunyai keterampilan 

dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui 
kelompok usaha bersama. 

(3) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lansia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui bimbingan dan 
pelatihan, kemudahan akses permodalan, manajemen usaha, teknologi, 
dan pemasaran. 

 

Bagian Kelima 

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal 10 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk meningkatkan 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia 
sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

 

Bagian Keenam 

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, 
Sarana dan Prasarana Umum 

 

 

 



Pasal 11 

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan 

kemudahan dalam  penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:  

a. pemberian kemudahan dalam pelayanan publik; 

b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya; 

c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan  

d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. 

 

Bagian Ketujuh 

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan 
bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling 
sedikit melalui: 

a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan 

b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan. 

(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum. 

 

Bagian Kedelapan 

Bantuan Sosial 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf g kepada Lansia yang tidak mampu agar 
dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. 

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap 
dan berbentuk uang dan/atau barang guna mendorong tumbuhnya 
kemandirian. 

 

Bagian Kesembilan 

Perlindungan Sosial 

Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf h kepada Lansia untuk mewujudkan taraf 
hidup yang wajar. 

(2) Perlindungan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui:  

a. penyuluhan dan bimbingan sosial; dan 

b. pemeliharaan taraf Kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di luar 
panti sosial. 

 

Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 



 

BAB III 

RENCANA AKSI DAERAH 

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Lansia. 

(2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 

a. isu strategis;  

b. program kegiatan; 

c. sasaran; 

d. target; dan 

e. Perangkat Daerah terkait. 

(3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun. 

(4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

penunjang di bidang perencanaan.  

(5) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat. 

(6) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Wali Kota. 

 

BAB IV 

KELEMBAGAAN 

Bagian Kesatu 

Kelembagaan Tingkat Daerah 

Pasal 17 

(1) Wali Kota membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Daerah untuk 
meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Lansia.  

(2) Kelembagaan Lansia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. 

(3) Susunan keanggotaan kelembagaan Lansia di tingkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan 
Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Lansia di tingkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

Bagian Kedua 

Kelembagaan Tingkat Kemantren dan Tingkat Kelurahan 

Pasal 18 

(1) Mantri Pamong Praja membentuk kelembagaan Lansia di tingkat 
Kemantren. 



(2) Lurah membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Kelurahan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Lansia di tingkat 
Kemantren dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.  

 

BAB V 

TANGGUNG JAWAB KELUARGA 

Pasal 19 

(1) Keluarga bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Lansia di 
lingkungan keluarga. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat 
hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, sejahtera, bahagia, mandiri, dan produktif;  

b. menanamkan kebiasaan anak untuk menghormati Lansia; dan  

c. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia 
merasa aman dan nyaman. 

 

BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 

Bagian Kesatu 

Peran Serta Masyarakat 

Pasal 20 

(1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Kesejahteraan Lansia di 
Daerah. 

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit dilakukan melalui kegiatan: 

a. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dan/atau tenaga dalam 
kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; 

b. melestarikan nilai kebudayaan Yogyakarta untuk mendukung 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;  

c. memberikan layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang 
memiliki Lansia; dan/atau 

d. ikut berperan aktif dalam pendataan Lansia dan pengawasan 
pelaksanaan untuk Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia. 

 

Bagian Kedua 

Peran Serta Dunia Usaha 

Pasal 21 

(1) Dunia Usaha berperan aktif untuk mewujudkan Kesejahteraan Lansia di 
Daerah.   

(2) Peran aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

(3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat berupa:  

a. pemberian pelayanan kesehatan dan perawatan; 

b. peningkatan kesejahteraan ekonomi; 



c. penyediaan fasilitas publik; 

d. penyediaan dukungan sosial;  

e. pemberian pendidikan dan pelatihan; dan/atau 

f. pemberian kesempatan kerja. 

(4) Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

BAB VII 

PENGHARGAAN 

Pasal 22 

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah 
berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kawasan Ramah 
Lansia dan/atau Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. piagam; dan/atau   

b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 
kepada: 

a. Kemantren; 

b. Kelurahan; 

c. Masyarakat; dan/atau 

d. Dunia Usaha.  

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB VIII 

DATA LANJUT USIA 

Pasal 23 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik melakukan pengolahan data Lansia di Daerah secara 
kolaboratif dan terintegrasi.  

(2) Pengolahan data Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melibatkan: 

a. Perangkat Daerah; dan/atau 

b. instansi vertikal. 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia. 



(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, Dunia Usaha, dan 
Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
memastikan pemenuhan hak Lansia di Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

BAB X 

PENDANAAN 

Pasal 25 

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber dari:  

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 

Pasal 27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal …  

 

WALI KOTA YOGYAKARTA, 

 

 

 

     HASTO WARDOYO 

Diundangkan di Yogyakarta  

pada tanggal … 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,  

 

 

AMAN YURIADIJAYA 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN … NOMOR … 

  



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

 

I. UMUM 

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki 
persentase populasi Lansia tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Meningkatnya jumlah Lansia diproyeksikan akan terus berlangsung 
dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia 
harapan hidup penduduk di Daerah.  

Seiring dengan meningkatnya populasi Lansia tentu saja akan 
memunculkan persoalan di Daerah. Persoalan yang akan dialami 
dengan meningkatnya jumlah Lansia tersebar dalam berbagai macam 
bidang/sektor. Bidang atau sektor tersebut erat kaitannya dengan 
pelayanan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup Lansia.  

Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus diikuti 

dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan 
Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan 
Lansia tidak semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun 
merupakan tanggung jawab dari keluarga dan Masyarakat di Daerah. 
Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun 
Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lansia dengan 
gerakan nyata melalui program gerakan sayang Lansia.  

Kebijakan Kesejahteraan Lansia di Daerah memerlukan landasan 
hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. 
Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk 
regulasi di tingkat Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Lansia” adalah upaya yang dilakukan dengan memperhatikan 
fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, 
pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta 
terselenggaranya pemeliharaan taraf Kesejahteraan Lansia. 



Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas.  

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “geriatrik” adalah suatu ilmu 
yang mempelajari penyakit pada lanjut usia 
(degeneratif). 

Yang dimaksud dengan “gerontologik” adalah suatu 
ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut 
usia (fisik, mental, dan psikososial). 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah pelayanan pemulihan 
dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan 
fungsi sosial Lansia fokus pada membantu mengurangi 
stigma Masyarakat. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Misalnya: 
layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan 
administrasi pemerintahan, atau layanan pengisian bahan 
bakar. 



Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “menghormati” adalah menaruh 
hormat dengan bersikap takzim dan sopan kepada orang 
tua, baik dalam ucapan, perilaku, maupun tindakan 
sehari-hari, sebagai bentuk penghargaan atas peran, 
kasih sayang, serta tanggung jawab orang tua dalam 
mendidik, membesarkan, dan membimbing anak menuju 
kedewasaan. 

Huruf c 

Cukup jelas.  

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “melestarikan nilai kebudayaan” 
adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan 



meneruskan nilai-nilai, norma, tradisi, adat istiadat, 
serta warisan budaya suatu masyarakat kepada generasi 
berikutnya. Tujuan utama dari pelestarian nilai budaya 
adalah agar identitas budaya suatu kelompok atau 
bangsa tidak hilang atau tergerus oleh arus modernisasi, 
globalisasi, dan perubahan zaman.  

Huruf c 

Cukup jelas.  

Huruf d 

Cukup jelas.  

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “dukungan sosial” adalah 

pemberian bantuan Kesejahteraan Lansia antara 

lain dalam bentuk program, bantuan sembako, 

dukungan modal, atau bingkisan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 







 

 

  

 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR        TAHUN 2025 

TENTANG 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  

TENTANG  

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA YOGYAKARTA 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
 

LAMPIRAN 
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI 
KOTA YOGYAKARTA 
NOMOR :   
8/PB/DPRD/2025 
8/PB.YK/100.32/XI/2025 

TENTANG 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA 

YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN 

KEOLAHRAGAAN 

 

Menimbang : a bahwa keolahragaan merupakan bagian dari 
pembangunan daerah yang berperan penting dalam 
membentuk daya saing bidang kesehatan, karakter, 
prestasi masyarakat dan sebagai salah satu sarana 
untuk  menumbuhkan semangat kebangsaan, 
membentuk watak dan kepribadian bangsa yang 
bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat; 
  b bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, 

kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan 
keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, 
diperlukan penyelenggaraan keolahragaan; 

  c. bahwa  Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga 
perlu dicabut dan diganti;   

  d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan; 



  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3.  Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota 
Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7058); 

   

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

dan 

WALI KOTA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEOLAHRAGAAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang 
melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan 
secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, 
pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai 
tujuan keolahragaan.  

2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang 
memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, 
pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. 

3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa 
secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta 
mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. 

4. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang 
dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan 
berkelanjutan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna 
membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat. 

5. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat 
berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang 
dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan 
kegembiraan. 



6. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan 
olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan 
berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan 
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. 

7. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok 
olahragawan dalam kegiatan Olahraga. 

8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur 
pendidikan formal. 

9. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah 
dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan Daerah yang disusun 
berdasarkan desain besar olahraga nasional. 

10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, 
kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang 
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan. 

11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang 
dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan. 

12. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan 
atau kegemaran berolahraga. 

13. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk 
memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang 

didasarkan atas kemahiran berolahraga. 

14. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai 
dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik 
seseorang. 

15. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui 
sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok 
budaya masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya 
bangsa yang bersifat tradisional. 

16. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang 
terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi 
peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. 

17. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha 
mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. 

18. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan 
Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan 
berkelanjutan untuk mencapai Prestasi. 

19. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan 
pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan 
penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi atas dasar kecintaan atau 
kegemaran berolahraga. 

20. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk 
memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang 
didasarkan atas kemahiran berolahraga. 

21. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, 
kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang 
didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga. 

22. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki 
kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga. 

23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan 
yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan 
Keolahragaan. 



 

 

 

24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan 
untuk kegiatan Olahraga. 

25. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang 
mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga 
tertentu. 

26. Komite Olahraga adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk 
membina dan mengembangkan Olahraga. 

27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama 
dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

28. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang 
membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang 
Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga 
dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang 
Olahraga internasional. 

29. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang 
membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih 
cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam 

lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga 
Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan. 

30. Induk Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut INORGA adalah 
Organisasi Olahraga Masyarakat yang membina, mengembangkan, dan 
mengoordinasikan 1 (satu) induk Olahraga, jenis Olahraga, atau 
gabungan organisasi induk Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang 
merupakan anggota federasi induk Olahraga nasional/internasional. 

31. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi 
masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau 
tidak berbadan hukum. 

32. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa 
jenis cabang Olahraga. 

33. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 
(satu) jenis cabang Olahraga. 

34. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi 
yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan 

mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, 
dan karakter. 

35. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam 
bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau 
manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian 
masyarakat dan Olahraga. 

36. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah 
peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang 
bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah 
terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan 
teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan. 

37. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang 
Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau 
nonmateriel. 

38. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta. 



 

 

39. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

40. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

41. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman 
dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk: 

a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, 
kecerdasan, dan kualitas manusia; 

b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, 
dan disiplin; 

c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan masyarakat di 
Daerah; 

d. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah;  

e. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Daerah; 

f. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang 
Olahraga;  

g. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di 
lingkup nasional dan internasional; dan 

h. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP OLAHRAGA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

Ruang lingkup Olahraga meliputi: 

a. Olahraga Pendidikan; 

b. Olahraga Masyarakat; dan 

c. Olahraga Prestasi. 

 

Bagian Kedua 

Olahraga Pendidikan 

Pasal 4 

(1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna 
membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat. 



(2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 
dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan 
perkembangan Murid. 

(3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan pada jalur pendidikan: 

a. formal; dan/atau 

b. nonformal. 

 

Pasal 5 

(1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui 
kegiatan: 

a. intrakurikuler; dan/atau 

b. ekstrakurikuler. 

(2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. 

(3) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru 
pendidikan jasmani dan olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga 
Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. 

 

Pasal 6 

(1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh 
tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh 
Tenaga Keolahragaan lain. 

 

Bagian Ketiga 

Olahraga Masyarakat 

Pasal 7 

(1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

dapat dilaksanakan oleh: 

a. Setiap Orang; 

b. satuan pendidikan; 

c. lembaga; 

d. perkumpulan; atau 

e. Organisasi Olahraga. 

(2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk: 

a. membudayakan aktivitas fisik; 

b. menumbuhkan kegembiraan; 

c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan 
serta kebugaran tubuh; 

d. membangun hubungan sosial; 

e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah; 



f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkukuh 
ketahanan Daerah; dan 

g. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah. 

 

Pasal 8 

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu 
yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, 
keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan 
kesehatan wajib: 

a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan 
jenis Olahraga; 

b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai 
kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki 
sertifikat kompetensi; dan 

c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten. 

(2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau 
Organisasi Olahraga serta didukung dengan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Keolahragaan. 

(3) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Bagian Keempat 

Olahraga Prestasi 

Pasal 9 

(1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi 
Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat 
Daerah. 

(2) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan 
oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi 
untuk mencapai Prestasi. 

BAB III 

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN 

Pasal 10 

(1) Pemerintah Daerah menyusun DOD. 

(2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke 
dalam: 

a. peta jalan DOD; 

b. rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan; dan 

c. rencana kerja Pemerintah Daerah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 11 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga di Daerah. 

(2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan. 

(3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk: 

a. membentuk karakter; 

b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga; 

c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan 

d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang 
hayat. 

(4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui tahap: 

a. pengenalan Olahraga; 

b. pemantauan; 

c. pemanduan; 

d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan 

e. peningkatan Prestasi. 

(5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui jalur: 

a. keluarga; 

b. pendidikan; 

c. Masyarakat; dan 

d. lembaga pemerintah dan/atau swasta. 

 

Pasal 12 

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 dilaksanakan terhadap semua ruang lingkup Olahraga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi digital/elektronik. 

(3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi Olahraga 
Penyandang Disabilitas. 

(4) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Pendidikan dan 
Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga 
Amatir. 

(5) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Prestasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c termasuk pembinaan 
dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.  

 



 

Pasal 13 

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi 
kepada Masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga. 

 

Pasal 14  

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilakukan dengan 
cara melalukan pembiasaan hidup sehat dengan melakukan Olahraga. 

 

Pasal 15 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dilakukan dengan 
cara: 

a. penyelenggaraan kompetisi Olahraga; dan/atau 

b. berperan serta dalam menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di 
lembaga pendidikan. 

 

Pasal 16  

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c dapat dilakukan 
dengan cara: 

a. membentuk Organisasi Olahraga; 

b. menyelenggarakan kompetisi olahraga; dan/atau 

c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga. 

 

Pasal 17 

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur lembaga 
pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (5) huruf d diterapkan bagi karyawan. 

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk meningkatkan 
pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, 

kualitas, dan produktivitas kerja. 

(3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui: 

a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk 
kegiatan Olahraga; 

b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga;  

c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau 
Festival Olahraga antar lembaga pemerintah maupun swasta; 
dan/atau 

d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga. 

 

 

 

 



Bagian Kedua 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 

Pasal 18 

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan 
melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani 

dan olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. 

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, 
kemampuan, minat, dan bakat Murid secara menyeluruh. 

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menerapkan 
pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, 
dan/atau pendekatan berbasis gerak. 

(4) Pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, 
dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan: 

a. aneka permainan; 

b. Olahraga Tradisional; dan/atau 

c. kegiatan di alam terbuka. 

(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ketersediaan sumber belajar, 

Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga. 

(6) Dukungan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga 
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai 
dengan kemampuan keuangan Daerah. 

 

Pasal 19 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan 
Olahraga Pendidikan. 

(2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan; 

b. penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan oleh satuan 
pendidikan; 

c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dalam 
Olahraga Pendidikan sesuai dengan kebutuhan; dan 

d. pembentukan unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas 
Olahraga, atau pusat pembinaan dan pelatihan.  

(3) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, atau pusat 
pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari 
Induk Organisasi Cabang Olahraga. 

Bagian Ketiga 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat 

Pasal 20 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan 
Olahraga Masyarakat dengan:  

a. menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga 
Masyarakat; dan 

b. membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana 
Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat. 



(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: 

a. mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan 
kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial; 

b. menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan 

Olahraga dalam masyarakat; 

c. meningkatkan pariwisata Olahraga; dan 

d. menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang 
dan berkelanjutan. 

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat 
tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, 
melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang ada 
dalam masyarakat. 

Pasal 21 

Pemerintah Daerah membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga 
Masyarakat sesuai potensi sumber daya Daerah. 

 

Pasal 22 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan 
Olahraga Masyarakat. 

(2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan 
perkumpulan Olahraga dalam masyarakat; 

b. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah oleh 
Masyarakat; dan 

c. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan 
internasional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan 
Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Wali Kota. 

 

Bagian Keempat 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 

Pasal 23 

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan 
diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, 
nasional, dan/atau internasional. 

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi; dan 

b. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah. 

(3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibantu 
oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi.  

 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan 
Olahraga Prestasi. 



(2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pemassalan; 

b. pembibitan; 

c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan; 

d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga; 

e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan 

f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan 
Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Wali Kota. 

 

Bagian Kelima 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir 

Pasal 25 

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional 

Pasal 26 

(1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada 
Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi 
Olahraga Profesional dalam melakukan pembinaan dan 
pengembangan Olahraga Profesional sebagai bagian dari 
pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi. 

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk: 

a. terciptanya Prestasi Olahraga; 

b. berkembangnya karier Olahragawan; 

c. terciptanya lapangan kerja dan usaha; 

d. meningkatnya sumber pendapatan; dan 

e. berkembangnya lndustri Olahraga. 

 

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan 
ekonomi dan bisnis secara bertanggungjawab. 

 

Bagian Ketujuh 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas 

Pasal 27 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan 
pelatihan serta penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga 
Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan 
internasional sesuai dengan kewenangannya. 

 



(2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. fasilitasi program kegiatan; 

b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan 

c. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang 

Disabilitas. 

 

Pasal 28 

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas 
dilakukan oleh: 

a. komite paralimpiade; 

b. Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas; dan/atau 

c. Induk Organisasi Cabang Olahraga. 

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. pengembangan kapasitas organisasi; 

b. pendidikan dan pelatihan; dan 

c. pelaksanaan kompetisi. 

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis 
Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, 
dan/atau sensorik. 

(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas 
dilaksanakan dengan menekankan peningkatan kemampuan 
manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 

(5) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam 
Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan 
Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah. 

 

Bagian Kedelapan 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berbasis Teknologi 
Digital/Elektronik 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sesuai dengan 
kewenangannya. 

 

(2)  Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi 
digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui: 

a. pelatihan; dan 
b. kompetisi.  

(3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi 
digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga. 

 

 

 



BAB V 

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN 

Pasal 30 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Keolahragaan di Daerah. 

(2) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Keolahragaan. 

(3) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada Olahraga: 

a. pendidikan; 
b. Masyarakat; dan  
c. Prestasi. 

(4) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 

a. perencanaan; 

b. pembinaan; 

c. pengembangan; 

d. penerapan standardisasi; dan 

e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis 

keunggulan lokal. 

 

Pasal 31 

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga 
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a 
dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah. 

(2) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang 
memiliki kompetensi Keolahragaan. 

 

Pasal 32 

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga 
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b 
dibantu oleh: 

a. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah; dan 

b. Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah. 

(2) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Masyarakat Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dibentuk oleh induk Organisasi Olahraga Masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat dan Komite Olahraga 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang 
memiliki kompetensi Keolahragaan. 

 

 

 

 



Pasal 33 

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Prestasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c dibantu oleh 
Komite Olahraga nasional di Daerah. 

(2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang 
memiliki kompetensi Keolahragaan. 

 

Pasal 34 

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) bagi penyandang disabilitas dibantu oleh 
komite paralimpiade Indonesia di Daerah. 

 

Pasal 35 

Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga 
unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional. 

Pasal 36 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan diatur dalam 
Peraturan Wali Kota. 

 

BAB VI 

PELAKU OLAHRAGA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 37 

(1) Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan Pelaku 
Olahraga. 

(2) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Olahragawan; 

b. Pembina Olahraga; dan 

c. Tenaga Keolahragaan. 

 

Bagian Kedua 

Olahragawan 

Pasal 38 

(1) Olahragawan terdiri atas: 

a. Olahragawan Amatir; 

b. Olahragawan Profesional; dan 

c. Olahragawan penyandang disabilitas. 

 

(2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga yang 
menjadi kegemaran dan keahliannya. 

(3) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga 
sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. 



(4) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c merupakan Olahragawan yang melaksanakan 
Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, 
dan/atau sensorik. 

 

Bagian Ketiga 

Pembina Olahraga 

Pasal 39 

(1) Pembina Olahraga terdiri atas pembina: 

a. perkumpulan; 

b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; atau 

c. lembaga Olahraga, 

yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus. 

(2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan 
fungsinya dalam organisasi. 

 

Pasal 40 

(1) Pembina Olahraga wajib: 

a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi 
Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan 
Keolahragaan; dan 

b. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai 
dengan prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan. 

(2) Pembina Olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan 
tertulis. 

(3) Dalam hal Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan pimpinan tertinggi Organisasi Olahraga, Pembina Olahraga 
dikenai sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; dan/atau 

b. penghentian pemberian bantuan pendanaan dan/atau fasilitas 
lainnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Wali Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagian Keempat 

Tenaga Keolahragaan 

Pasal 41 

(1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas: 

a. pelatih; 

b. asisten pelatih; 

c. guru/dosen; 

d. wasit; 

e. juri; 

f. manajer; 

g. promotor; 

h. administrator; 

i. pemandu; 

j. penyuluh/penggerak; 

k. instruktur; 

l. tenaga medis; 

m. tenaga kesehatan; 

n. ahli biomekanika; 

o. psikolog; 

p. tenaga pengawas doping; 

q. relawan; dan 

r. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan 
Keolahragaan. 

(2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai 
dengan bidang keahlian dan/atau kewenangannya. 

(3) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga 
dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat 
kompetensi. 

(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan 
oleh: 

a. Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan; dan/atau  
b. lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya. 

 

BAB VII 

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA 

Pasal 42 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga 
dan Sarana Olahraga. 

(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan 
memelihara Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, dan ruang terbuka 
dalam Penyelenggaraan Keolahragaan. 

(3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan meningkatkan kuantitas 
dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga. 



 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap 
Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang dimiliki oleh Daerah.  

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan Daerah. 

(4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Komite Olahraga di tingkat 
Daerah atau masyarakat. 

 

Pasal 44 

(1) Pembangunan Prasarana Olahraga di Daerah dilaksanakan dengan 
memenuhi jumlah dan standar minimum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembangunan Prasarana Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan 
Daerah. 

 

Pasal 45 

(1) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah harus menggunakan Sarana 
Olahraga yang sesuai dengan: 

a. standar teknis cabang Olahraga; 
b. standar keselamatan; dan 
c. petunjuk penggunaan. 

(2) Standar teknis cabang Olahraga dan standar keselamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VIII 

ORGANISASI OLAHRAGA 

Pasal 46 

(1) Organisasi Olahraga berupa: 

a. Induk Organisasi Cabang Olahraga; 

b. Induk Organisasi Olahraga Fungsional; 

c. INORGA; 

d. perkumpulan Olahraga; dan/atau 

e. klub Olahraga. 

(2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf c harus berbentuk badan hukum. 

(3) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf c dapat membentuk Komite Olahraga. 

 

 

 

 



Pasal 47 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Olahraga. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. pemberian pelayanan terkait keolahragaan; dan/atau 

b. pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.  

 

BAB IX 

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA, DAN 
FESTIVAL OLAHRAGA 

Pasal 48 

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan 
Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga. 

(2) Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkat:  

a. Kemantren; dan 

b. Daerah. 

(3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau 
Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan 

Keolahragaan. 

(4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan 
Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Komite 
Olahraga dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kejuaraan Olahraga, Pekan 
Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

BAB X 

INDUSTRI OLAHRAGA 

Pasal 49 

(1) Industri Olahraga dapat berbentuk: 

a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau 
disewakan untuk masyarakat; dan/atau 

b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga. 

(2) Jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Kejuaraan Olahraga; 
b. Pekan Olahraga; 
c. promosi, eksibisi, dan Festival Olahraga; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. layanan profesi; 
f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan; 
g. aktivitas alam terbuka; 
h. pengelolaan Suporter Olahraga; dan/atau 
i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga. 

 
 



(3) Industri Olahraga berupa jasa penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diarahkan untuk pengembangan Prestasi, pariwisata, 
ekonomi, dan/atau kebudayaan. 

(4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Pasal 50 

Pemerintah Daerah dapat menyewakan prasarana dan sarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. 

 

Pasal 51 

(1) Masyarakat dapat melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1). 

(2) Masyarakat yang melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan: 

a. Pemerintah Daerah; 

b. Organisasi Olahraga; dan/atau 

c. organisasi lain. 

(3) Masyarakat dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

Pasal 52 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan 
Industri Olahraga. 

(2) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan 

Industri Olahraga; dan/atau 
b. fasilitasi kerja sama. 

(3) Kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara: 

a. pelaku Industri Olahraga; 

b. perguruan tinggi; 

c. komunitas Olahraga; 

d. media massa; dan/atau 

e. pemangku kepentingan lainnya. 

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 



BAB XI 

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 
KEOLAHRAGAAN 

Pasal 53 

(1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk 
memajukan Keolahragaan. 

(2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk:  

a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang 
melaksanakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Keolahragaan; 

b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; 

c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan Pengembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan 

d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan. 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. bantuan dana; 

b. bantuan teknis; 

c. kemudahan; 

d. pelayanan; dan/atau 

e. penyediaan data dan/atau informasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi oleh Pemerintah 
Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

BAB XII 

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN 

Pasal 54 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendayagunakan sistem 
informasi Keolahragaan. 

(2) Penyediaan dan pendayagunaan sistem informasi Keolahragaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Keolahragaan. 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melibatkan Perangkat Daerah lain dan/atau Organisasi Olahraga. 

(4) Sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: 

a. perencanaan Keolahragaan Daerah; 

b. potensi Olahraga Daerah; 

c. data Olahragawan; 

d. Tenaga Keolahragaan; dan 

e. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pendayagunaan 
sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 



 

BAB XIII 

PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 

Penghargaan Olahraga 

Pasal 55 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada: 

a. Olahragawan; 

b. Pelaku Olahraga; 

c. Organisasi Olahraga; 

d. lembaga pemerintah; 

e. swasta; 

f. badan usaha; dan/atau 

g. perseorangan, 

yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga. 

(2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. uang pembinaan; 

b. tali asih;  

c. piagam penghargaan; dan/atau 

d. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima 
penghargaan.  

(3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Olahraga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

Bagian Kedua 

Jaminan Sosial 

Pasal 56 

(1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan 

sosial. 

(2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan jaminan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Wali Kota. 

 

BAB XIV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 57 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam: 

a. kegiatan Keolahragaan; dan/atau 

b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga. 



(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh: 

a. perseorangan; 

b. kelompok; 

c. keluarga; 

d. organisasi profesi; 

e. badan usaha; dan/atau 

f. organisasi kemasyarakatan lain. 

(3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui: 

a. penyediaan pendanaan; 

b. Organisasi Olahraga; 

c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau 
Festival Olahraga; 

d. peraturan permainan dan pertandingan; 

e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan; 

f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat 
Olahragawan; 

g. pengembangan Prestasi; 

h. penyediaan Tenaga Keolahragaan; 

i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; 

j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
Keolahragaan; 

k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan; 

l. pengembangan kerja sama Keolahragaan; 

m. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan 

n. pemberian penghargaan. 

 

BAB XV 

KERJA SAMA 

Pasal 58 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam 
Penyelenggaraan Keolahragaan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XVI 

PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 59 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penyelenggaraan 
Keolahragaan di Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Keolahragaan. 



(3) Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pengendalian internal; 

b. koordinasi; 

c. pelaporan; 

d. monitoring; dan 

e. evaluasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan oleh Masyarakat 

Pasal 60 

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan Penyelenggaraan 
Keolahragaan di Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau 
pelaksanaan Keolahragaan; dan/atau 

b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik. 

(3) Penyampaian saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dapat dilakukan secara: 

a. elektronik; dan/atau 

b. nonelektronik. 

(4) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada: 

a. Pemerintah Daerah; atau 

b. Organisasi Olahraga. 

(5) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan kepada 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
disampaikan secara elektronik melalui saluran penyampaian 
pelaporan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

 

BAB XVII 

PENDANAAN 

Pasal 61 

Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 

Pasal 63 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 

Pasal 64 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal … 

 

WALI KOTA YOGYAKARTA, 

 

 

 

    HASTO WARDOYO 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal … 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

 

 

            AMAN YURIADIJAYA 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN … NOMOR … 

 

 

 

 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN 

 

I. UMUM 
Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan salah satu sarana 

untuk  menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak, dan 
kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan 
dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan dukungan dari 
Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

 
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan 

Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan 
bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan 
Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 
Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan 
dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan 
tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era 
industri digital. Sedangkan, masyarakat dapat berperan serta dalam 
Penyelenggaraan Keolahragaan melalui kegiatan Keolahragaan 
dan/atau Pembinaan dan Pengembangan Olahraga. 

 
Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan kualitas 

masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat 
dan daya juang yang tinggi melalui upaya pembangunan sumber daya 
manusia di berbagai bidang termasuk bidang Keolahragaan, seiring 
dengan visi yang diemban oleh Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman 
huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk 
keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. 
Komitmen ini tersurat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

 
Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan belum 
dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi 
aktual dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah. Berdasarkan 
hal tersebut, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan yang dikarenakan adanya beberapa 
peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Keolahragaan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 



 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang 
mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan 
prasarana dan sarana” adalah Olahraga yang berpotensi 
menimbulkan kerusakan, misalnya melakukan olahraga tidak 
menggunakan tempat yang semestinya. 

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang 
mengandung risiko terhadap keselamatan dan kesehatan” adalah 
Olahraga yang jika dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa 
persiapan yang cukup, bisa berbahaya bahkan menyebabkan 
seseorang kolaps di lapangan. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 



 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

        Cukup jelas. 

Ayat (2) 

        Cukup jelas. 

Ayat (3) 

        Cukup jelas. 

Ayat (4) 

        Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “sumber belajar” adalah segala sesuatu 
yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar, baik 
berupa data, orang, benda, atau lingkungan, yang membantu 
Murid mencapai tujuan pembelajaran. 

Ayat (6) 

        Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 



Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Yang dimaksud dengan cabang Olahraga unggulan adalah 
“olahraga yang penentuannya antara lain didasarkan pada potensi 
prestasi, sumber daya, prasarana Olahraga, sarana Olahraga, 
kesiapan induk organisasi cabang Olahraga, dan/atau kesesuaian 
dengan desain besar olahraga nasional. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

 



Pasal 37 

 Cukup jelas. 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

      Cukup jelas. 

Pasal 40 

       Cukup jelas. 

Pasal 41 

       Cukup jelas. 

Pasal 42 

       Cukup jelas. 

Pasal 43 

       Cukup jelas. 

Pasal 44 

       Cukup jelas. 

Pasal 45 

       Cukup jelas. 

Pasal 46 

       Cukup jelas. 

Pasal 47 

       Cukup jelas. 

Pasal 48 

       Cukup jelas. 

Pasal 49 

       Cukup jelas. 

Pasal 50 

       Cukup jelas. 

Pasal 51 

       Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 



  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah kemudahan dalam 
proses perizinan. 

 Huruf b 

  Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Huruf a 

  Cukup jelas. 

Huruf b 

    Cukup jelas. 

Huruf c 

  Cukup jelas. 

Huruf d 

  Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” 
adalah sekolah, swasta, dan lembaga kemasyarakatan 
kelurahan. 

Ayat (4) 

          Cukup jelas. 

Pasal 53 

           Cukup jelas. 

Pasal 54 

            Cukup jelas. 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

Pasal 56 

            Cukup jelas. 

Pasal 57 

             Cukup jelas. 

Pasal 58 

             Cukup jelas. 

Pasal 59 

             Cukup jelas. 

 

 

















































































































  


